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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam penelitian ini menggunakan

pedoman transliterasi dari keputusan bersama Menteri Agama RI dan Menteri

Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158 Tahun 1987 dan No. 0543 b/U/1987.

Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

1. Konsonan Tunggal

| alif tidak dilambangkan tidak dilambangkan
(! ba’ b -
< ta’ t -
) sa’ s\ s (dengan titik di atas)
d jim J ]
- ha’ h{ h (dengan titik di bawah)
é kha’ kh -
=) dal d -
3 zal 7\ z (dengan titik di atas)
- ra’ r -
_} zai z -
85 sin S .
uf:: syin sy -
o sad s} s (dengan titik di bawah)
U= dad d{ d (dengan titik di bawah)
L ta’ £ t (dengan titik di bawah)
1 za’ z} z (dengan titik di bawah)
& ‘ain ¢ koma terbalik

X



& gain g -
3 fa’ f -
L.B qaf -
&l kaf k .
d lam 1 -
e mim m -
O nun n -
9 wawu w -
- ha’ h -
apostrof (tetapi tidak
s hamzah ’ dilambangkan apabila
ter-letak di awal kata)
S ya’ y -
2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal
atau monoftong dan rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harkat,

transliterasinya sebagai berikut:

Tanda Nama Huruf Latin Nama
- Fathah a a
Z Kasroh i 1
’ Dammah u u
Contoh:
c,\'.'\S - kataba ‘7‘“3:‘ - yaz\habu



d:“"“ -su’ila

b. Vokal Rangkap

,)S'S - z\ukira

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara

harkat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda Nama Huruf Latin Nama
&8 - Fathah dan ya ai adani
S / »»»»»»» Fathah dan wawu au adanu
Contoh:
S Kaifa J$R- haula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf,

transliterasinya berupa huruf dan tanda:

Tanda Nama Huruf Latin Nama
¢ el e Fathah dan alif atau alif \ a> a dengan garis di atas
Maksurah
G Kasrah dan ya i@ i dengan garis di
atas
) B Dammah dan wawu u> u dengan garis di atas
Contoh:
d& - qa>la d,-.é - gi>la

(#R) - rama>

xi

dﬂ —yaqu>lu



4. Ta’ Marbutah

Transliterasi untuk ta’ marbutah ada dua:

a. Ta’ Marbutah hidup
Ta’ marbutah yang hidup atau yang mendapat harkat fathah, kasrah dan
dammabh, transliterasinya adalah (t).

b. Ta’ Marbutah mati
Ta’ marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya
adalah (h)
Contoh: dall t}alh}ah

c. Kalau pada kata yang terakhir dengan ta’ marbutah diikuti oleh kata yang
menggunakan kata sandang ““al” serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka
ta’marbutah itu ditransliterasikan dengan (h)

Contoh: 4-.‘%1‘ day - raud}ah al-jannah

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan
dengan sebuah tanda syaddah, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut
dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda
syaddah itu.

Contoh: U;U— rabbana>

L
A% - nu‘imma
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6. Kata Sandang
Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf,
yaitu “4.””. Namun, dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas
kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti
oleh qomariyyah.
a. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah
Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai

13

dengan bunyinya yaitu “al” diganti huruf yang sama dengan huruf yang

langsung mengikuti kata sandang itu.

Contoh : d%j)s‘ — ar-rajulu
84,-.\:“-“ — as-sayyidatu
b. Kata sandang yang dikuti oleh huruf qomariyah.
Kata sandang yang diikuti oleh huruf qomariyah ditransliterasikan sesuai
dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan bunyinya.
Bila diikuti oleh huruf syamsiyah maupun huruf qomariyah, kata sandang
ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan
tanda sambung (-)
Contoh: ?Sﬁ\ - al-qalamu dw\ -al-jala>lu
el gl badisu
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7. Hamzah
Sebagaimana dinyatakan di depan, hamzah ditransliterasikan dengan
apostrof. Namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di
akhir kata. Bila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan, karena

dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh :
&:‘*3‘ - syai’un ‘:U"‘ - umirtu
5"‘9-3‘ - an-nau’u C)Jdiu - ta’khuz\u>na

8. Penulisan Kata
Pada dasarnya setiap kata, baik fi‘il (kata kerja), isim atau huruf,
ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf
Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau
harkat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut
dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.
Contoh:

C).'.‘QJ‘JM o J'GJ ) O - wa innalla>ha lahuwa khair ar-ra>ziqi>n
atau

wa innalla>ha lahuwa khairur- ra>ziqi>n
CJU.-."‘S‘J J:\SS\ ‘Jéju - fa’aufu> al-kaila wa al-mi>za>na
atau
fa’auful — kaila wal — mi>za>na
9. Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam

transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital
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10.

seperti yang berlaku dalam EYD, diantaranya = huruf kapital digunakan
untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri
itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap
harus awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.
Contoh :
JJ“J ?\ A:‘;‘L‘J - wa ma> Muh}ammadun illa>
Rasu>1
U"‘Lm &‘b3 Bt d:9‘ ZJ‘ - inna awwala baitin wud}i‘a
linna>si
Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan
Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan
kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka huruf
kapital tidak dipergunakan.
Contoh :
‘%,J.Jg @éj 4\3” O )*43 - nasrun minalla>hi wa fath}un
qari>b
G,,\Aé JAY\ 4:33 — lilla>hi al-amaru jami>‘an
Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman

transliterasi ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid.
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ABSTRAK

Dengan munculnya internet, pornografi pun semakin mudah didapat.
Sebagian dari usaha internet yang paling berhasil adalah mereka yang
mengoperasikan situs-situs atau website porno atau disebut cyberporn. Cyberporn
ini mempunyai keunikan daripada bentuk pornografi lainnya, salah satunya yakni
dimungkinkannya melihat secara live (langsung) objek pornografi tersebut melalui
kamera (webcam) dan juga dapat berkomunikasi langsung melalui chatting.
Besarnya penghasilan yang diperoleh dari cyberporn, membuat semakin banyak
orang-orang yang melakukan kejahatan cyberporn tersebut. Hal ini harus ditindak
tegas sebab merupakan kejahatan yang berbahaya.

Di dalam hukum positif, hal tersebut dikategorikan sebagai kejahatan
terhadap kesusilaan (pornografi). Pengaturan tanggung-jawab pidana mengenai
pornografi dimasukkan ke dalam KUHP tentang kejahatan terhadap kesusilaan.
Namun khusus mengenai cyberporn yang menggunakan internet sebagai
sarananya, ada UU khusus yang mengatur hal ini yakni Undang-Undang RI
Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pada Pasal 27
ayat (1). Untuk menjamin kepastian hukum terhadap kejahatan cyberporn
tersebut, perlul dikaji bagaimana pandangan hukum Islam tentang kriteria dan
sanksi cyberporn pada UU RI No.11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi
Elektronik.

Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian kepustakaan (library research).
Data dalam skripsi ini merupakan data pustaka yang dapat berupa buku-buku,
makalah-makalah, jurnal, kitab undang-undang, surat kabar, Situs internet,
ensiklopedi dan lain-lain yang berhubungan dengan masalah yang dikaji.
Penelitian in1 menggunakan pendekatan sosio-yuridis-normatif. Pendekatan sosio-
yuridis yaitu pendekatan yang digunakan dalam melihat objek hukum karena
berkaitan dengan produk perundang-undangan yaitu UU RI No.l11 Tahun 2008
tentang Informasi dan Transaksi Elektronik berdasarkan aspek sosial dan dampak
sosial dari pembentukan UU tersebut. Pendekatan normatif yaitu pendekatan yang
didasarkan pada dalil-dalil normatif yang ada dalam al-Qur’an dan Hadis serta
pendapat para Fugaha.

Hasil penelitian ini adalah bahwa cyberporn merupakan jenis kejahatan
delik kesusilaan, karena di dalam cyberporn terdapat berbagai tindak dan adegan
seksual berupa foto, video, dan film yang melanggar kesusilaan dan dianggap
sebagai sarana qurbuzzina. Pelaku cyberporn dalam hukum pidana Islam akan
diganjar dengan hukuman ta’zir karena cyberporn telah merusak kelima pilar
yang harus dipelihara sesuai dengan tujuan hukum Islam, yakni maqgas}id asy-
syari‘ah. Penjatuhan hukuman penjara dan denda bagi pelaku cyberporn yang
tercantum pada UU ITE tersebut sudah tepat sesuai dengan konsep jarimah ta‘zir
pada hukum Islam yang juga mengenal hukuman penjara (al-h}absu) dan juga
hukuman denda, sehingga diharapkan penjatuhan sanksi tersebut membuat pelaku
jera, menyesal dan menjadi orang yang lebih baik lagi ketika kembali kepada
masyarakat.
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan teknologi yang semakin pesat menyebabkan banyaknya
penemuan yang dapat memudahkan aktivitas manusia. Penemuan teknologi internet
semakin memudahkan manusia untuk berkomunikasi dengan manusia lainnya pada
jarak yang sangat jauh. Internet telah menciptakan dunia baru yang dinamakan ruang
cyber (cyberspace)," yang menyediakan berbagai macam data, informasi, serta
layanan, seperti layanan jasa semacam kantor, kantor berita, kantor pos,
perpustakaan, tempat rekreasi, ilmu pengetahuan dan sarana sosial lainnya. Pengguna
internet dapat merasa seolah-olah ada di tempat tersebut dan melakukan hal-hal yang
dilakukan secara nyata, seperti bertransaksi  (teleshopping), berdiskusi
(teleconference), ngobrol (chatting) dan lain-lain.

Karakteristik pada internet yang sepenuhnya beroperasi secara virtual (maya)
dan tidak mengena batas-batas teritorial pada perkembangannya akan melahirkan
aktifitas-aktifitas baru sehingga muncul kegahatan baru dalam bentuk cyberporn
yaitu munculnya situs-situs atau website porno. Melalui sarana teknologi
telekomunikas yang berupa internet, penyebaran pornografi dapat dilakukan secara

luas, melewati batas-batas negara, dengan hanya duduk di depan komputer.

! Agus Raharjo, Cybercrime: Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi,
(Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2002), him. 91.



Kemunculan situs-situs porno tersebut akan menimbulkan berbagai dampak negatif
bagi umat Islam khususnya dan bagi bangsa Indonesia pada umumnya terutama
generasi muda. Dengan internet, gambar, cerita, dan film porno semakin mudah
diperoleh. Cukup dengan mengetik serangkaian kata ke search engine yang identik
dengan istilah-istilah yang berkonotasi porno, akan diperoleh segera situs-situs yang
menyajikan semua ini. Bermodal 3500 s.d. 6000 rupiah sgja, seorang anak bisa
memperoleh materi-materi dewasa. Dan materi dewasa di internet amat beragam,
mulal dari yang normal hingga yang ganjil, dan tidak lazim, bahkan cyberporn ini
jugadapat diakses melalui handphone yang telah mendukung fasilitas internet.

Melihat maraknya cyberporn ini, maka nilai-nilai religius, adat istiadat
ketimuran yang memandang tabu hal-hal yang berkaitan dengan tubuh perempuan,
dan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat dibiarkan rusak oleh perbuatan-perbuatan
para pemilik situs porno. Kondis ini dapat kita lihat dengan semakin maraknya
pergaulan bebas, perselingkuhan, kehamilan di luar nikah, aborsi, penyakit kelamin,
kekerasan seksual, perilaku seksual menyimpang, dan lain sebagainya yang akan
menghancurkan nilai-nilai sosiad masyarakat Indonesia. Maka sangat diperlukan
kepastian hukum yang mengatur hal ini.

Jika media massa konvensiona seperti majalah dan koran yang menyebarkan
pornografi bisa kena sanksi hukum sesuai dengan Kitab Undang-undang Hukum
Pidana (KUHP), namun dengan adanya modus penyebaran kejahatan pornografi
melalui sarana teknologi informasi, keberadaan pasal-pasal yang mengatur tindak

pidana pornografi itu perlu dikaji ulang substansi dan proses penegakan hukumnya.



Apakah pasal-pasal tersebut cukup operasional untuk menanggulangi kejahatan di
bidang pornografi di eraglobal ini.

Sebagaimana ditentukan dalam Pasal 282 dan Pasal 283 KUHP, hukum
pidana Indonesia melarang pornografi dalam bentuk apapun. Dari segi historis,
terlihat bahwa KUHP dirancang bukan untuk mengantisipasi perkembangan internet
seperti sekarang ini. Sangat disadari, bahwa sistem hukum pidana yang sekarang
berlaku di Indonesia/l KUHP sudah tidak dapat menampung aspirasi masyarakat yang
dinamis serta tidak sesuai dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat Indonesia.®
Dengan keadaan yang berkembang pada saat ini terutama dalam hal teknologi,
menimbulkan kesulitan-kesulitan dalam penerapan KUHP terhadap persoalan
cyberporn.

Agar hal tersebut tidak terjadi, maka diperlukanlah perangkat hukum yang
mengatur hal ini. Sehingga pemerintah akhirnya mengambil langkah nyata
membendung arus cyberporn ini serta cybercrime lainnya, dengan membentuk
Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informas dan Transaksi
Elektronik dan telah disahkan pada tanggal 21 April 2008. Di dalam undang-undang
tersebut, mengenai cyberporn telah diatur pada Pasal 27 ayat (1) tentang Perbuatan

yang Dilarang:

2 Tongat, Pidana Seumur Hidup dalam Sistem Hukum Pidana di Indonesia, (Maang: UMM
Press, 2004), him. 55.



Setigp Orang dengan sengagja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau
mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau
Dokumen Elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan.®

Serta sanksi pidananya dimuat pada Pasal 45 ayat (1) tentang Ketentuan
Pidana:

Setigp Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27
ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6
(enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar
rupiah).*

Pasal 52 ayat (1):

Daam ha tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1)
menyangkut kesusilaan atau eksploitasi seksual terhadap anak dikenakan pemberatan
sepertiga dari pidana pokok.”

Dan Pasal 52 ayat (4):

Daam ha tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai

dengan Pasal 37 dilakukan oleh korporas dipidana dengan pidana pokok ditambah
dua pertiga.®

Jka membaca UU ITE ini, maka prinsip-prinsip yang dimaksudkan seperti
pertanggungjawaban dan transparansi data dan pengguna sistem informasi internet ini
sudah sangat jelas, hanya sgja ada beberapa yang masih perlu dipertegas seperti, di
dalam UU ITE ini mash mempergunakan kata-kata melanggar kesusilaan seperti

halnya KUHP yang tentu sgja sangatlah multi-tafsir dan mempunyai banyak celah

3 Undang-undang RI No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal
27 ayat (1)

* Pasal 45 ayat (1)
® Pasal 52 ayat (1)

® Pasal 52 ayat (4)



hukumnya dengan tidak menjelaskan hal-hal apa sgja yang termasuk melanggar
kesusilaan tersebut. Dan ini perlu dibenahi, selain itu juga diragukan penerapannya
karena adanya terminologi atau istilah-istilah yang kontradiksi. Misalnya tentang
perbuatan yang melanggar kesusilaan, apakah menurut standar seorang suami istri
atau menurut agama. Penerapan ketentuan pasal kesusilaan ini jelas akan merujuk
pada ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang secara khusus mengatur
pornografi yakni UU Pornografi, UU ITE hanya melarang penyebaran content atau
muatan yang melanggar kesusilaan.

Daam agama Islam, larangan untuk melihat atau memperlihatkan aurat,
mendekati atau mendekatkan diri pada perbuatan zina, serta perintah untuk menjaga
kehormatan, tertuang jelas dalam a-Qur’an, Hadis, serta dalam kaidah-kaidah Figh
dan Ushul Figh. Sebab agama Islam sangat peduli dalam mengatur tentang adab
kesusilaan dan menjaga kehormatan. Islam mewajibkan menutup aurat dan haram
hukumnya untuk melihat ataupun memperlihatkannya. Tubuh bagi manusia
merupakan amanah Allah yang wajib dijaga dan dipelihara.”

Melihat fenomena menjamurnya situs-situs porno sekarang ini, yang
menimbulkan dampak kerusakan moral yang meresahkan masyarakat, maka atas
dasar inilah penyusun tertarik untuk melakukan penelitian tentang cyberporn, yang
pembahasannya terfokus pada Pasal 27 ayat (1), Pasal 45 ayat (1), serta Pasal 52 ayat

(1) dan (4) UU No.11 tahun 2008 yang mengatur tentang ketentuan pidana terhadap

" Neng Djubaedah, Pornografi dan Pornoaksi Ditinjau dari Hukum Islam, (Jakarta: Kencana,
2003), him. 86.



penyedia atau pemilik situs-situs yang melanggar kesusilaan tersebut, dan ditinjau

dari hukum Islam.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan
dibahas dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:
1. Bagaimana pandangan hukum Islam tentang kriteria cyberporn pada UU RI
No.11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap sanksi cyberporn pada UU RI

No.11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik?

C. Tujuan dan Kegunaan

Berdasarkan permasalahan yang dirumuskan di atas, maka tujuan dari
penelitan ini adalah :
1. Menjelaskan pandangan hukum Islam tentang kriteria cyberporn pada UU RI
No.11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
2. Menjelaskan pandangan hukum Islam terhadap sanksi cyberporn pada UU RI

No.11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik?

Adapun kegunaan atau manfaat penelitian ini dapat diklasifikasikan dalam

dua kelompok:



1. Manfaat Teoritis (Keilmuan)

Sebagai kontribus positif untuk pengembangan ilmu pengetahuan hukum

pidana pada umumnya, dan pengembangan hukum pidana |slam pada khususnya.

2. Manfaat Praktis (Bagi Masyarakat)

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada
masyarakat pada umumnya, dan kaum muslimin pada khususnya tentang wacana
cyberporn, serta memperkuat keyakinan akan hukum Islam sebagai hukum sepanjang

masa yang mampu menjawab permasal ahan kontemporer yang selalu berkembang.

D. Telaah Pustaka

Permasalahan cyberporn merupakan modus baru dari kejahatan pornografi,
yakni pemuatan unsur-unsur pornografi dalam sebuah situs internet yang bertujuan
mengambil keuntungan dari banyaknya pemakai internet yang mengakses situs
tersebut. Berdasarkan telaah pustaka yang telah penyusun telusuri, setidaknya belum
ada bahasan mengenai permasalahan yang akan penyusun teliti. Meskipun demikian,
terdapat beberapa tulisan yang terkait dengan masalah tersebut antaralain:

Disertasi Agus Raharjo yang berjudul “Model Hibrida Hukum Cyberspace
(Studi Tentang Model Pengaturan Aktivitas Manusia di Cyberspace dan Pilihan
Terhadap Model Pengaturan di Indonesia),” disertasi ini berupaya mengungkap
permasalahan yang ditimbulkan oleh teknologi informasi, yaitu mengena sebab-

sebab setigp perkembangan teknologi informasi selalu menimbulkan persoalan



hukum, kemampuan hukum yang ada dalam menangani persoalan yang ditimbulkan
oleh teknologi informasi, dan model hukum apa yang dapat melindungi para
pengguna internet.?

Buku Drs. Abdul Wahid dan Moh. Labib, SH yang berjudul “Kejahatan
Mayantara (Cybercrime),” memaparkan bentuk kejahatan di dunia cyber seperti
hacking, carding, cyberporn, dan lain-lain, serta memaparkan kerumitan dalam
penerapan hukum positif serta ketidakmampuan atau keterbatasan KUHP dalam
menjangkau modus operandi jenis kejahatan baru ini yang didasarkan aspek
yurisdiksi, alat bukti dan lain sebagainya.’

Tulisan lain yang terkait yakni skripsi Okta Fitriansyah yang berjudul
“Pornografi (Studi Komparasi antara hukum positif dan hukum Islam),” menjelaskan
mengenai pornografi menurut pandangan hukum positif dan hukum Islam. Skripsi ini
juga menjelaskan mengenal persamaan dan perbedaan pornografi menurut hukum
positif dan hukum Islam.’®

Salim Athari dalam skripsinya yang berjudul “Kriteria Pornografi & Akibat
Hukumnya dalam Perspektif Hukum Pidana Islam”, memaparkan kriteria dan unsur-

unsur pornografi dalam perspektif hukum pidana lslam, serta memberi kejelasan dan

8 Agus Raharjo, “Model Hibrida Hukum Cyberspace (Studi tentang Model Pengaturan
Aktivitas Manusia di Cyberspace dan Pilihan terhadap Model Pengaturan di Indonesia),” disertasi
program doktor [Imu Hukum Universitas Diponegoro Semarang (2008).

° Abdul Wahid dan Moh. Labib, Kejahatan Mayantara (Cybercrime), (Bandung: PT. Rafika
Aditama, 2005).

19 Okta Fitriansyah, “Pornografi (Studi Komparasi antara Hukum Positif dan Hukum Islam),”
skripsi Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Y ogyakarta (2004).



kepastian dalam masalah definisi pornografi.™

Wachid Yulianto dalam skripsinya yang berjudul “Pornografi & Pornoaksi
(Studi Komparatif antara Hukum Islam & Hukum Positif),” membahas tentang
pandangan hukum Islam terhadap pornografi dan pornoaksi dikomparasikan dengan
hukum positif serta menguraikan solusi terhadap pornografi dan pornoaksi tersebut.*?

Bukunya Neng Djubaedah “Pornografi dan Pornoaks Ditinjau dari Hukum
Islam” yang dilengkapi dengan RUU tentang Pornografi dan Pornoaksi, serta fatwa
MUI. Buku tersebut Iebih menitik beratkan dalam tujuan hukum Islam (magasid asy-
syari‘ah)."®

Tulisan-tulisan yang telah dipaparkan di atas, ada yang membahas mengenai
pornografi dan pornoaks namun dari sudut pandang penikmat atau konsumennya.
Sedangkan mengenai masalah yang penyusun teliti adalah pandangan hukum pidana
Islam terhadap kriteria dan sanksi cyberporn pada UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang
Informasi dan Transaksi Elektronik. Adajuga tulisan mengenai kejahatan dunia maya
atau cybercrime, namun yang dibahas secara keseluruhan yakni bentuk-bentuk
kegjahatan baru dunia maya dan perlindungan hukum terhadap pengguna internet,

yang tentu sgja berbeda permasalahannya dengan tema yang akan penyusun teliti,

1 salim Athari, “Kriteria Pornografi & Akibat Hukumnya dalam Perspektif Hukum Pidana
Islam,” skripsi Fakultas Syari‘ah UIN Sunan Kalijaga Y ogyakarta (2006).

2 Wachid Yulianto, “Pornografi & Pornoaks (Studi Komparatif antara Hukum Islam &
Hukum Positif),” skripsi Fakultas Syari‘ah UIN Sunan Kalijaga Y ogyakarta (2008).

3 Neng Djubaedah, Pornografi dan Pornoaksi Ditinjau dari Hukum Islam.
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oleh karena itu penyusun perlu mengkaji secara lebih spesifik lagi mengenai

permasalahan ini.

E. Kerangka Teoretik

Istilah cyberporn merupakan “julukan” bagi peredaran pornografi lewat
internet. Cyberporn terbentuk dari kata-kata cyberspace dan pornography yang pada
akhirnya membentuk sebuah idiom “cyberpornography“ atau “cyberporno” dan pada
akhirnya lebih populer dengan sebutan “cyberporn”. Cyberporn sendiri adalah
merupakan wujud baru dari pornografi, yang diakibatkan dari kejelian para pencari
keuntungan dari eksploitasi tubuh wanita dengan melihat perkembangan teknologi
internet yang berkembang pesat sekarang ini. Walter Kendrick, pengarang buku The
Secret Museum: Pornography in Modern Culture, mengatakan:

“Para Pornografer telah menjadi pengguna media yang paling inventif dan
banyak akal karena mereka dan pemirsa-pemirsanya selalu menginginkan inovasi-
inovasi.”**

Jadi dapatlah dikatakan bahwa cyberporn ini merupakan “lagu lama, kaset
baru” dalam artian bentuk kegjahatan lama dengan modus penyebaran yang baru dan
para pelakunya jugalebih sulit dilacak untuk kemudian dijerat hukum.

Pornografi dengan berbagal macam dampak negatifnya sangat mudah tersebar

dan diakses siapa, kapan, dan dimana sgja melalui jaringan internet. Hal tersebut tentu

14 Dikutip olen Marzuki Umar Saabah, Perilaku Seks Menyimpang dan Seksualitas
Kontemporer Umat Islam, (Jogjakarta: Ull Press, 2001), him. 64.
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sangat mengancam sikap mental masyarakat, terutama anak-anak dan remaja.
Psikologi remga yang masih labil serta kondisi biologis seksual yang masih
mengalami tahap perkembangan, menjadikan pornografi memiliki bahaya (dampak
negatif) yang sangat besar bagi mereka. Akibat yang ditimbul kannya bisa berupa:

1. Terjerumus dalam kemaksiatan.

2. Terperangkap dalam penjara ketagihan yang merusak.

3. Terhempas dalam lembah pergaulan bebas (free sex).*

Tidak hanya itu, kemudahan dalam memperoleh materi pornografi melalui
internet dapat membuat penyimpangan orientasi dan tujuan aktivitas seksual
seseorang. Berbagal macam keanehan seksual yang ditampilkan dalam situs-situs
porno yang ada akan membangun imgjinasi yang tidak sehat. Hal ini dikhawatirkan
akan memicu aktivitas seksual berbahaya yang dapat melahirkan perselingkuhan,
pemaksaan kehendak, penganiayaan, dan bahkan pemerkosaan.

Besarnya efek negatif pornografi dan keberadaanya di dunia maya telah
mendapat kecaman di masyarakat. Upaya penutupan, pemblokiran, dan
pemberantasan cyberporn telah menjadi isu yang mengemuka di tengah masyarakat.
Meskipun upaya pemberantasan pornografi di internet hanya tertulis di satu pasal UU
ITE, yaitu Pasal 27 ayat (1):

Setigp Orang dengan sengagja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau

mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau
Dokumen Elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan.'®

> Lutfan Muntago, Porno : Defenisi & Kontroversi, (Jogjakarta: Jagad Pustaka, 2006), him.
75.
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Tetapi itu sudah berdampak banyak dan membuktikan keseriusan pemerintah
dalam memerangi cyberporn yang meresahkan banyak pihak.

Dalam pandangan hukum Islam, pengharaman pornografi terkait erat dengan
pengaturan menutup aurat dengan pemahaman tentang perzinahan. Dengan demikian,
kriteria porno dalam kamus Islam adalah semua produk (gambar, tulisan, suara dsb)
yang mempertontonkan, mendeskripsikan, menguraikan segala hal tentang aurat pria
dan wanita, atau proses hubungan rumah tangga tanpa tujuan yang dibenarkan syar-i
seperti untuk pendidikan, medis, hukum atau penelitian.*’

Segala perbuatan-perbuatan yang melanggar kesusilaan dan melecehkan
kehormatan seperti cyberporn dan segala hal yang dapat mengarahkan kepada
perzinahan adalah hal yang diharamkan dalam Islam. Beberapa hal yang diatur dalam
hukum Islam yang dapat digunakan untuk menyimpulkan pengharaman tersebut
yakni:*®

1. Islam mengharamkan melihat, memperlihatkan aurat dan mengatur tata cara
berbusana

2. Islam memerintahkan untuk menjaga kehormatan.

3. Islam mengharamkan tabarruj (memperlihatkan kecantikan)

4. Islam mengharamkan qurbuzzina (mendekati perbuatan zina)

16 Pasal 27 ayat (1), UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

¥ Marzuki Umar Sa abah, Perilaku Seks Menyimpang dan Seksualitas Kontemporer Umat
Islam, him. 66.

18 |_utfan Muntago, Porno: Defenisi & Kontroversi, him. 28-37.
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Kaidah-kaidah Figh yang menyebutkan "ma adda ila al-haram fahuwa
haram” (apa sgja yang mendorong pada perbuatan haram maka itu adalah haram).™
Kaidah Figh yang lain juga menyebutkan “sadd az-zara‘i”” (mencegah semua sarana
yang mengantarkan). Artinya adalah bahwa perbuatan-perbuatan yang merupakan
pengantar pada perbuatan terlarang adalah haram karena ia bisa mengantarkan pada
perbuatan haram. Pengharaman zina misalnya, selain tentu sgja melarang perbuatan
zinaitu sendiri, namun al-Qur’an dengan sangat tegas melarang perbuatan-perbuatan
yang akan membuat pelakunya akan berbuat zina karena perbuatan pengantar zina
yang dialakukan. Allah SWT berfirman :

D3 slea g Adiald (LS Ad) A 30 92 8 g

Allah juga memberi terapi awal agar kaum mukminin terhindarkan dari
perilaku seks menyimpang dalam firman-Nya:

O pd (S50 Al 3 agan g 8 | gliday g ab Jlayl (e | gudiity (e pall JB
10 gy Loy sl 40
Islam tidak mentoleransi berkembangnya pornografi dan pornoaksi di tengah

masyarakat. Segala tindakan yang dapat mengantarkan masyarakat pada perzinaan

dan hancurnya akhlak masyarakat wajib dienyahkan dari kehidupan. Karenaitu, perlu

¥ Muhammad Abu Zahrah, Ushul Figih, alih bahasa Saefullah Ma sum dkk., (Jakarta:
Pustaka Firdaus, 2003), him. 52.

2 Al-lsra (17) : 32

2 An-Nur (24) : 30
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diingat tentang betapa pentingnya negeri ini menerapkan hukum Islam dalam seluruh
aspek kehidupan, termasuk dalam tata hubungan pria-wanita, seperti; kewajiban
menutup aurat di depan umum, keharaman ber-khalwat (berdua-duaan) dan ber-
ikhtilat (bercampur-baur antara pria-wanita), larangan atas pornografi dan pornoaksi
serta segala hal yang bisa mengantarkan pada perzinaan.

Para penikmat pornografi jelas-jelas melakukan perbuatan yang mendekatkan
dirinya pada perzinahan yang akan merusakan moralitas dan akhlaknya. Para
penikmat dan pengedar pornografi atau pornoaks telah dengan nyata mengantarkan
dirinya dan orang lain pada perbuatan-perbuatan mungkar yang serius. Tindakan
porno ini akan melemahkan akidah dan menyusutkan bobot keimanan seseorang.

Pelaku cyberporn jelas telah merusak akhlak, akal dan kehormatan yang
merupakan tujuan dari agama Islam yakni akhlaqul karimah. Bagaimana mungkin
satu masyarakat akan mampu menahan diri jika setiap detik seluruh panca indera
mereka menangkap ribuan rangsangan seks di sekitar mereka dengan segala bentuk
dan variasinya. Konsep jinayat berkaitan erat dengan masalah larangan, karena setiap
perbuatan yang terangkum dalam konsep jinayat merupakan perbuatan-perbuatan
yang dilarang oleh syara‘.?

Perbuatan-perbuatan tersebut dilarang karena dapat merusak sendi kehidupan
masyarakat karena fungs jinayat adalah menjaga kelangsungan hidup kondis sosia

masyarakat. Untuk mempertegas larangan tersebut, harus disertai dengan sanksi

2 H. A. Djazuli, Figh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam), (Jakarta: PT.
Raja Grafindo Persada, 1997), him. 4.
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(hukuman) yang diancamkan kepada pelaku kejahatan. Hukuman ini dimaksudkan
untuk memberikan efek jera kepada pelaku sekaligus dapat dijadikan contoh oleh
masyarakat untuk tidak melakukan kejahatan tersebut. Dalam Islam, masyarakat
lebih diutamakan di atas perorangan, dan karenanya kepentingan masyarakatlah yang
lebih didahulukan, bukan sebaliknya. Oleh sebab itu setiap kriminal yang dilakukan
mengganggu kedamaian ketentraman masyarakat seperti halnya cyberporn akan
dianggap sebagai kejahatan terhadap Allah.

Tujuan hukum Islam sebagaimana terangkum dalam konsep magasid asy-
syari‘ah adalah memberikan perlindungan terhadap lima hal : perlindungan terhadap
agama (din), perlindungan terhadap jiwa, perlindungan terhadap akal, perlindungan
terhadap anak keturunan, dan perlindungan terhadap harta benda serta kehormatan.
Cyberporn jelas telah menimbulkan kerusakan terhadap agama, menimbulkan
kerusakan terhadap jiwa. Cyberporn juga telah menghilangkan akal sehat seseorang
karena dia tidak lagi menyadari bahwa sebenarnya apa yang dia lakukan akan
memberikan dampak pada hancurnya jaringan akal yang sehat dan akan
mengantarkannya pada perilaku pelakunya. Selain itu cyberporn juga berakibat
sangat buruk pada pemeliharaan harta. Pornografi jelas sebagal sarana pengantar pada
kegiatan-kegiatan seksual yang haram karena para pelakunya biasanya tidak lagi
mampu menahan gelora seksnya saat terangsang gambar-gambar porno atau aksi-aksi
porno. Cyberporn jelas telah menimbulkan kerusakan terhadap kelima pilar yang

dirumuskan dalam magasid asy-syari‘ah tersebut.
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Selayaknyalah pelaku cyberporn ini dijatuhi hukuman. Cyberporn dalam
Islam dapatlah dipersamakan dengan tabarruj (menampakkan kecantikan dan
perhiasan). Dalam syari‘at Islam, pengaturan mengenai kesusilaan termasuk dalam
jarimah hudud dan ta‘zir. Perbuatan zina termasuk dalam jarimah hudud karena telah
diketahui kadar dan batas hukumannya dalam al-Qur’an. Sedangkan cyberporn ini
dapatlah dikategorikan dalam jarimah ta‘zir karena merupakan pengrusakan moral
dan penghantar kepada perilaku perzinahan yang kadar dan batasnya belum
ditentukan dalam a-Qur’an. Ta‘zir secara harfiah berarti menghinakan pelaku
kriminal karena tindak pidananya yang memalukan.?®* Hukuman akan ditentukan oleh
hakim yang berkuasa dengan kadar yang dianggap sesuai dengan perbuatan yang
telah dilakukan. Islam memberikan kesempatan kepada penguasa untuk menetapkan
macam-macam tindak pidana dan hukumannya. Al-Qur’an dan as-Sunnah hanya
memberikan ketentuan umum yang penjabarannya diserahkan kepada penguasa.
Ketentuan umum tersebut adalah bahwa setiap perbuatan yang merugikan baik
terhadap individu maupun masyarakat merupakan tindakan pidana yang harus
dikenakan hukuman. Tindak pidana yang seperti ini disebut dengan jarimah ta‘zir
dan hukumannya disebut juga dengan hukuman ta‘zir. Hukuman atas diri pelaku
merupakan salah satu cara menyatakan reaksi dan balasan dari masyarakat terhadap

perbuatan pelaku yang telah melanggar magasid asy-syari*ah.

% Abdur Rahman, Tindak Pidana dalam Syari’at Islam, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1992),
him. 14.
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F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah jenis penelitian kepustakaan (library research). Data-
data yang ada dalam skripsi ini merupakan data pustaka yang dapat berupa buku-
buku, makalah-makalah, jurnal, kitab undang-undang yakni UU Informasi dan
Transaksi Elektronik sebagal sumber data primer, serta KUHP dan UU Pornografi
sebagai sumber data sekunder, surat kabar, situs internet, ensiklopedi dan lain-lain

yang berhubungan dengan masalah yang dikaji.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitik yakni memaparkan permasalahan
mengenai cyberporn dan ketentuan pidananya dalam bingkai hukum yang ada dalam
hukum pidana Islam maupun hukum positif, baik dari nas, Undang-undang, pendapat
ulama atau ahli hukum lainnya sehingga dapat ditarik kesimpulan guna memperoleh

titik temu diantara kedua sistem tersebut.

3. Pendekatan

Penelitian ini menggunakan pendekatan sosio-yuridis-normatif. Pendekatan
sosio-yuridis yaitu pendekatan yang digunakan dalam melihat objek hukum karena
berkaitan dengan produk perundang-undangan yaitu UU Rl No.11 Tahun 2008
tentang Informasi dan Transaksi Elektronik berdasarkan aspek sosial dan dampak

sosia dari pembentukan UU tersebut. Dan juga menggunakan pendekatan normatif



18

yaitu pendekatan yang didasarkan pada dalil-dalil normatif yang ada dalam al-Qur’an

dan Hadis serta pendapat para Fugaha.

4. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan adalah dengan menelusuri dan
mengkaji bahan-bahan pustaka tentang kajian-kgian seputar cyberporn dan akibat
hukumnya, baik literatur primer maupun sekunder yang menjadi penunjang dalam
pemecahan pokok-pokok masalah. Adapun sumber datanya dapat dikategorikan

menjadi dua yakni:

a DataPrimer

Sumber data yang penyusun jadikan sebagai rujukan utama dalam membahas
dan meneliti permasalahan ini yakni UU RI No.11 tahun 2008 tentang Informasi dan

Transaks Elektronik (UU ITE).

b. Data Sekunder

Sumber data yang penyusun ambil dari buku atau kitab lain yang dapat
mendukung dalam pembahasan permasalahan yang dikemukakan, seperti buku Drs.
Abdul Wahid, SH., MA. dan Mohammad Labib, SH yang berjudul “Kejahatan
Mayantara (Cybercrime).” Buku Agus Raharjo, yang berjudul “Cybercrime:

Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi,”” buku Drs. H. Ahmad
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Wardi Muslich yang berjudul “Hukum Pidana Islam,” serta data-data dari Situs
internet seperti: http://familysafemedia.com/pornography _statistics.html, http://divorc
ewizards.com/divorcestats porn.html, http://jbdk.org, serta data-data lainnya yang

bisa membantu penyelesaian masalah ini.

5. Teknik Analisis Data

Andisa data yang penyusun gunakan dalam penelitian ini adalah data
kualitatif dengan menggunakan metode induktif yaitu berangkat dari fakta-fakta yang
khusus dari sumber data primer yakni Pasal 27 ayat (1) UU ITE (Undang-undang
Informasi dan Transaksi Elektronik) beserta ketentuan sanksi pada Pasal 45 ayat (1)
dan Pasal 52 ayat (1) dan ayat (4), kemudian pasal-pasal tersebut akan dianalisa dari
segi sanksi dan kriterianya dalam perspektif hukum pidana Islam sesuai dengan
konsep magasid asy-syari‘ah dengan bantuan sumber-sumber data sekunder yakni
berupa buku, magjalah, situs internet, serta data lainnya yang berhubungan dengan

permasalahan yang dikaji.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pembahasan dalam penulisan, maka penulisan karya
tulisini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Bab pertama menguraikan pendahuluan, terdiri dari latar belakang munculnya
masalah yang akan dijawab, tujuan dan manfaat penelitian yang merupakan arah

penelitian yang dilakukan, telaah pustaka sebagali pembanding dan pembeda dengan
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penelitian sebelumnya, landasan teori sebagal gambaran alur yang melandas
penulisan, metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, dan sistematika
pembahasan.

Bab kedua membahas tinjauan umum tentang cyberporn, penyusun akan
menguraikan lebih dalam tentang pengertian cyberporn dan unsur-unsur kejahatan
cyberporn, penyebaran dan perkembangannya serta perbedaan atau keunikan
cyberporn dibandingkan pornografi lainnya, juga akan diuraikan mengenai dampak
negatifnya serta sanksi pidana yang telah diatur pada Pasal 27 UU RI No. 11 Tahun
2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Bab ketiga membahas tentang tujuan hukum pidana Islam, yang menguraikan
konsep magasid asy-syari‘ah, pengertian jarimah dan pembagiannya, serta bentuk-
bentuk hukuman sesuai dengan hukum pidana Islam.

Bab keempat membahas tentang analisis hukum pidana Islam terhadap
ketentuan sanksi cyberporn yang disebutkan pada Pasal 45 ayat (1) UU ITE, meliputi
analisis dari segi jenis dan kriterianya, analisis terhadap unsur-unsur jarimah pada
cyberporn, kemudian akan dianalisis lebih mendalam dari segi sanksinya.

Bab kelima akan diakhiri dengan penutup, yang beris kessmpulan penyusun
mengenai pembahasan yang telah terpaparkan sebelumnya dan saran-saran untuk

pengembangan studi lebih lanjut.
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BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penyusun mendeskripskan dan menganalisa unsur-unsur
kejahatan cyberporn, sanksi dan kriterianya dalam pembahasan pendlitian ini,
maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Keahatan cyberporn dalam hukum Islam dapatlah dipersamakan
dengan kejahatan qurbuzzina yang mengancam kerusakan kelima pilar
magasid asy-syari‘ah. Adapun Kkriteria cyberporn menurut hukum
pidana Islam adalah: subyek atau pelaku mukallaf, adanya perbuatan
memasukkan data elektronik yang bermuatan memperlihatkan atau
memamerkan aurat dan menampilkannya dalam website, semata-mata
bertujuan membangkitkan nafsu birahi sehingga sebagai sarana
qurbuzzina, serta adanya alat-alat bantu teknologi informasi berupa
laptop atau komputer yang terhubung ke internet.

2. Sanksi bagi pelaku tindak pidana cyberporn menurut hukum pidana
Islam adalah dengan hukuman ta‘zir yang dapat berupa penjara (al-
Habsu) ataupun denda. Sanksi bagi pelaku cyberporn yang diatur pada
UU ITE menurut penulis masih kurang berat, sebab denda maksimal

Rp. 1 miliar masih relatif kecil jika dibandingkan dengan keuntungan



126

yang dapat diperoleh dalam mengelola cyberporn. Sedangkan pidana
penjara maksimal 6 tahun juga masih dianggap ringan jika mengingat
cyberporn ini lebih berbahaya daripada bentuk-bentuk pornografi
lainnya, sehingga kurang efektif untuk membuat pelaku jera ataupun

menakut-nakuti orang lain melakukan kejahatan serupa.

B. Saran-saran

1. Sanksi untuk cyberporn yang telah diatur dalam UU Informasi dan
Transaks Elektronik tersebut, sebaiknya mencantumkan batas hukuman
secara lebih tegas, yakni dengan ditentukan batas minimum penjara atau
denda. Sebab pada pasal-pasal tentang ketentuan pidana hanya
mencantumkan kalimat hukuman “maksimal” atau “paling lama’ untuk
pidana penjara, dan “paling banyak” untuk hukuman denda. Hal ini
bertolak belakang dari cyberporn sebagai bentuk kejahatan yang
dipandang lebih berbahaya, meresahkan masyarakat dan dampak
negatifnya yang lebih luas daripada jenis pornografi lainnya, serta untuk
menghindari terjadinya disparitas pidana dan adanya pemberian sanksi
pidanayang relatif rendah.

2. Kgahatan cyberporn tersebut merupakan kejahatan berbasis hi-tech,
untuk itu maka diperlukanlah aparat-aparat pelaksana yang juga

memiliki keahlian di bidang teknologi informatika dengan didukung
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sarana-sarana yang canggih pula, agar dapat melacak penjahat cyber dan
Siapa sgja yang terlibat dalam pembuatan cyberporn tersebuit.

. Perlu dilakukan perjanjian-perjanjian ekstradisi dengan negara-negara
lain, mengingat kejahatan ini bersifat transborder atau lintas wilayah,
dengan kata lain kegahatan ini dapat dilakukan dari luar Negara
Indonesia, maka diperlukan kerjasama dengan Negara tempat pelaku

cyberporn tersebut melaksanakan kejahatannya.
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I. Terjemahan

Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu

22

13 A0 adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk.
Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman: “Hendaklah
mereka  menahan  pandanganya, dan  memelihara

13 21 kemaluannya; yang demikian itu adalah lebih suci bagi

mereka, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang
mereka perbuat.”

Cyberspace adalah daerah elektromagnet global yang dapat
diakses melalui teknologi  elektronik dan  dengan
memanfaatkan modulasi tenaga elektromagnetis untuk
mencapal suatu cakupan luas kemampuan sistem komunikasi
dan pengendalian. Istilah ini berasal dari ilmu pengetahuan
cybernetics dan Norbert Weiner’s merupakan pelopor dalam
ilmu pengetahuan komunikasi dan pengendalian elektronik,
seorang pelopor ilmu pengetahuan komputer dan teori
informasi  sekarang. Melalui ruang electromagnet-nya,
cyberspace mengintegrasikan sgjumlah kemampuan (sensor,
isyarat, koneksi, transmisi, pengolah, pengontrol) dan
menghasilkan suatu pengalaman interaktif yang nyata yang
diakses untuk kepentingan komunikasi dan pengendalian
dengan mengabaikan suatu penempatan mengenai ilmu bumi.
Sebagai pengadaman sosia, individu dapat saling
berhubungan, menukar gagasan, berbagi informasi,
menyediakan pendukungan sosial, melakukan bisnis, mogok
kerja, menciptakan media artistik, main game simulasi,
terlibat dalam diskusi palitis, dan lain lain.

24

10

Segala bentuk karya seni atau literature tentang seks atau
bertemakan seks dapat dimasukkan dalam kategori
pornografi.

26

16

Pornografi yang dapat diakses online terutama via internet.

27

18

Pornografi yang didistribusikan melalui berbagai sektor
internet, terutama melalui websites, sharing file (berbagi




data), atau usenet newsgroups (sebuah komunitas netter)....

Hubungan pornografi: pemerkosaan dan kekerasan seksual,
penganiayaan anak, ancaman kekerasan seksual terhadap
anak, sering mengakibatkan penyakit seksual, kehamilan yang
tidak direncanakan, dan kecanduan seksual, mengakibatkan
timbulnya rasa keingintahuan pada anak-anak sehingga
mempraktekkannya dengan anak-anak lainnya, pembentukan
sikap dan nilai-nilai yang bertentangan dengan suatu identitas
dan pengembangan anak

....dan dirikanlah shalat. Sesungguhnya shalat itu mencegah

80 19| dari (perbuatan- perbuatan) keji dan mungkar....
Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah
81 20 (membunuhnya), melainkan dengan suatu (alasan) yang

benar....

Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan
permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran
82 21 (meminum) khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu
dari mengingat Allah dan sembahyang; maka berhentilah
kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu).

Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu

£ €2 adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk.
Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka
83 23 deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera, dan
janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu
untuk (menjalankan) agamaAllah....
Dan daam qisas itu ada (jaminan kelangsungan) hidup
89 31 bagimu, ha orang-orang yang berakal, supaya kamu
bertakwa.
Jarimah adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh
9 35 ; . o
syara‘, yang diancam dengan hukuman had atau ta‘zir.
o 36 Pada dasarnya semua perkara dibolehkan, sehingga ada dalil

yang menunjukkan keharamannya.




98

....dan janganlah kamu berkeliaran di muka bumi dengan
berbuat kerusakan.

98

“Janganlah membahayakan orang lain dan jangan
membahayakan diri sendiri.” (HR. Ibnu Maah dan ad-
Daruquthni).

99

Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka
deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus dali dera, dan
janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu
untuk (menjalankan) agamaAllah....

99

46

Telah bersabda Rasulullah saw: “Ambillah dari padaku,
ambillah dari padaku, sesungguhnya Allah telah memberikan
jalan keluar (hukuman) untuk mereka (para pezina). Perjaka
dan gadis hukumannya hukuman dera seratus kali dan
pengasingan selama satu tahun, dan janda dengan duda
hukumannya dera seratus kali dan rgam.” (HR. Jama ah
kecuali al-Bukhari dan an-Nasa'i).

100

a7

Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu
adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk.

103

52

Sebelum ada nas (ketentuan), tidak ada hukum bagi perbuatan
orang-orang yang berakal sehat.

104

53

Melakukan perbuatan atau perkataan yang dilarang dan telah
ditetapkan hukumannya yang dilaksanakan oleh pengadilan.

105

55

Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan
kesanggupannya.

105

107

56

....dan kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang
mempersekutukan-Nya, (yaitu) orang-orang Yyang tidak
menunaikan zakat dan mereka kafir akan adanya (kehidupan)
akhirat.

Katakanlah kepada wanita yang beriman: “Hendaklah mereka
menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah
mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasq)
nampak dari padanya....”




108

Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu
adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk.

108

Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman: “Hendaklah
mereka menahan  pandanganya, dan  memelihara
kemaluannya;, yang demikian itu adalah lebih suci bagi
mereka, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang
mereka perbuat.”

118

11

....wanitarwanita yang kamu khawatirkan nusyuz-nya, maka
nasehatilah mereka....(Nusyuz: yaitu meninggalkan kewajiban
bersuami isteri. Nusyuz dari pihak isteri seperti meninggalkan
rumah tanpaizin suaminya).

122

22

Dan (terhadap) para wanita yang mengerjakan perbuatan keji,
hendaklah ada empat orang saks diantara kamu (yang
menyaksikannya). Kemudian apabila mereka telah memberi
persaksian, maka kurunglah mereka (wanita-wanitaitu) dalam
rumah sampai mereka menemui ganya, atau sampai Allah
memberi jalan lain kepadanya. (Perbuatan keji: menurut
jumhur mufassirin yang dimaksud perbuatan keji ialah
perbuatan zina, sedang menurut pendapat yang lain ialah
segala perbuatan mesum seperti : zina, homosek dan yang
sgienisnya. Menurut pendapat Muslim dan Mujahid yang
dimaksud dengan perbuatan keji ialah musahaqgah (lesbian).
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